BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tingkat efektivitas,

pertumbuhan, kontribusi dan potensi pajak daerah Kota Kupang maka

disimpulkan bahwa:

1.

Analisis tingkat efektivitas pajak derah menunjukan bahwa
Perhitungan kriteria rasio efektif dan sangat efektif, tetapi
kondisi berbeda pada Tahun 2013 dimana pajak parkir dan air
bawah tanah rasionya di bawah 75% sehingga rasio dalam
kategori tidak efektif.

Analisis pertumbuhan menunjukan bahwa penerimaan pajak
mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

Analisis Kontribusi menunjukan sumbangan Pajak daerah juga
berfluktuasi dan masi banyak kontribusi yang masuk dalam
kriteria sangat kurang baik dengan presentasi nilai 00.%-10%
yaitu pajak hiburan, pajak reklame, pajak pengambilan bahan
galin c, pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan.

Hasil analisis potensi menggunakan analisis tipologi klassen
maka disimpulkan bahwa; Sektor Unggulan atau Potensi untuk
Pemetaan potensi pajak daerah Kota Kupang tahun 2011-2015

sumber pendapatan pajak daerah di tahun 2011 dan 2012 jenis
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pajak yang masuk dalam adalah Pajak Penerangan Jalan dan
pada tahun 2013,2014 dan 2015 tidak ada jenis pajak yang
masuk, didalam sektor unggul pemerintah memiliki potensi dan
kemampuan mengeloh sama-sama tinggi. Sektor Berkembang
Pada tahun 2011 sumbangan jenis pajak yang masuk dalam
Sektor Berkembang adalah Pajak Hotel Pajak Hiburan, Pajak
Restoran dan Pajak Parkir dan tahun 2012 hanya Pajak
pengambilan Galian C, dan pada tahun 2013 adalah Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan Galian C dan
Pajak Air Bawah Tanah, pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada
jenis pajak yang masuk, Kuadran ini dimana Pemerintah
memiliki potensi pendapatan tinggi tetapi kemampuan
mengelolah rendah. Sektor Potensial untuk pemetaan potensi
pajak daerah tahun 2011 dan 2012 tidak ada jenis pajak yang
masuk dalam kuadran ini, pada tahun 2013, Pajak penerangan
Jalan dan Pajak dan Pajak Air Bawah Tanah, tahun 2014 dan
tahun 2015 tidak ada, dalam kkuadran ini Pemerintah Memiliki
Potensi yang rendan namun kemampuan menggelolah tinggi
.Sektor Terbelakang pada tahun 2011 sampai pada tahun 2015
Pajak Reklame dan pajak BPHTB masi dalam Kuadran ini dan
Pajak Pengambilan Galian C ada pada tahun 2011, 2014 dan
tahun 2015, Pajak Hotel Masuk ditahun 2012 sampai dengan

Tahun 2015, Pajak parkir pada tahun 2012, 2013 dan 2014,
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Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di tahun 2012, 2014 dan
2015 dan Pajak Air Bawah Tanah ditahun 2015 dan Pajak BBPP
tahun 2014 dan 2015 dimana Pemerintah  potensi dan

kemampuan mengelola rendah.

6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah
diuraikan, maka dapat dikemukakan beberapa masalan sebagai berikut:

1. Pemerinta Kota Kupang perlu memperkatikan peluang-peluang
yang ada dalam Kota Kupang guna mendorong penerimaan
peningkatan sumber pendapatan pajak daerah sehinga Kota Kupang
dapat mandiri.

2. Untuk sumber pendapatan pajak daerah yang telah di kategorikan
dalam kategori Sektor Unggulan, Sektor Potensial, Sektor
Berkembang, Sektor Terbelakang, Tetap harus di perhatikan dan
ditingkatkan penerimaan pendapatan serta dilakukan pemantauan
intensif terhadap setiap kategori masing-masing sumber agar dapat
ditingkatkan lagi realisasinya dari tahun ke tahun.

3. Untuk mencapai hasil pencapaian berdasarkan hasil perhitungan
estimasi yang dilakukan, Pemerintah Kota Kupang perlu
mengoptimalkan kinerjanya dalam pengelolaan sumber-sumber
pendapatan Pajak daerah agar dapat mencapai prakiraan yang telah

dilakukan.
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